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ABSTRACT 

 

Background. The National Security Program (JKN), can be the right program to 

reduce the risk of bearing a very large amount of out of pocket health costs. 

 This study aims to analyze the willingness to pay contributions in the membership 

of the National Health Insurance to farmers in Regency Of Banyuasin. 
Method. This research is an analytical study with cross sectional design. The 

population of this study is all residents who work as farmers and have not 
registered as JKN participants. Sampling using cluster random sampling 
technique. The research sample was 176 samples. Data analysis used chi square 
test and logistic regression test. 

Result. This study found that the willingness to pay JKN contributions of 
Rp.22.028 per person per month. The determinants of willingness to pay 
contributions in JKN membership are family income, food expenditure, non-

essential food expenditure, non-food expenditure, number of family members, 
history of catastrophic disease, knowledge of contributions, and the ability to pay 
JKN contributions. The most dominant factor affecting the willingness to pay 
contributions in JKN membership is non-essential food expenditure. 

Conclusion. The willingness to pay the JKN to farmers in regency of Banyuasin is 

still low.  

Suggestion. BPJS Kesehatan coordinates with the Health Office regarding the 

participation of health cadres in each village to assist in collecting the amount of 

contributions by implementing a savings system. 
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ABSTRAK 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menjadi program yang tepat untuk 

mengurangi risiko menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (out of 

pocket) dalam jumlah yang sangat besar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemauan dalam kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Petani di Kabupaten Banyuasin. 

Metode. Penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh penduduk yang bekerja sebagai petani dan belum 

terdaftar sebagai peserta JKN. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster 

random sampling. Sampel penelitian sebanyak 176 sampel. Analisis data  

menggunakan uji chi square, dan uji regresi logistik. 

Penelitian ini menemukan bahwa kemauan membayar iuran JKN sebesar 

Rp22.028 per orang per bulan. Determinan kemauan membayar iuran dalam 

kepesertaan JKN adalah  pendapatan keluarga, pengengeluaran pangan, 

pengeluaran pangan non esensial, pengeluaran non pangan, jumlah anggota 

keluarga, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan mengenai iuran, dan 

kemampuan membayar iuran JKN. Faktor yang paling dominan mempengaruhi 

kemauan membayar iuran JKN yaitu pengeluaran pangan non esensial. 

Kesimpulan. Kemauan membayar iuran JKN pada Petani di Kabupaten Banyuasin 

masih rendah.  

Saran. Bagi BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait 

adanya peran serta kader kesehatan disetiap desa guna membantu dalam kegiatan 

pengumpulan besaran iuran dengan menerapkan sistem tabungan. 

 

Kata Kunci :  Kemauan Membayar, Jaminan Kesehatan Nasional 

Kepustakaan    : 76 (1995-2020).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan asuransi sosial yang 

mengharuskan setiap penduduk Indonesia bergabung menjadi anggotanya. JKN 

diterapkan pertama kali pada tanggal 1 Januari 2014 dengan harapan mampu 

mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan, memberikan proteksi finansial, 

serta menjamin setiap penduduk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

komprehensif berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai visi mulia berupa terwujudnya jaminan 

kesehatan semesta Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh rakyat 

Indonesia pada 1 Januari 2019. Jaminan kesehatan yang diterapkan di Indonesia 

dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang 

merupakan transformasi dari Perseroan Terbatas (PT) Askes. Dalam 

penyelenggaraanya, BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan prinsip perlindungan 

sosial yang bersifat nirlaba, kegotongroyongan, portabilitas, memiliki tata kelola 

yang baik (good governance), keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien 

dan efektivitas (Perpres No. 12, 2013). 

Pekerja sektor informal atau dikenal dengan istilah Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU) berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dapat 

diartikan sebagai lingkungan usaha tidak resmi lapangan pekerjaan yang 

diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja. Sektor informal mencakup 

berbagai sub sektor seperti sub sektor pertambangan, pertanian, listrik, konstruksi, 

perdagangan, transportasi dan lain - lain. Adapun ciri - ciri sektor infomal yaitu 

modal yang dimiliki terbatas, peralatan yang digunakan seserhana, penghasilan 

yang diperoleh tidak menentu atau tidak tetap (BPS RI, 2014). 

Sektor informal kini mendominasi perekonomian di negara - negara 

berkembang termasuk Indonesia. Kondisi pasar kerja Indonesia menunjukkan 

sebagian besar angkatan kerja berada pada lapangan sektor informal (Haerawati et 

al., 2015). Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia per 

Agustus 2020 tercatat jumlah penduduk bekerja sebanyak 128.45 juta penduduk. 
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Sedangkan lapangan pekerjaan penduduk Indonesia yang bekerja di sektor 

pertanian menduduki tingkat tertinggi bila dibandingkan sektor pekerjaan lainnya.  

Pada sektor pertanian ada 38.23 juta orang atau bila dipersentasekan sebesar 

29.76% dari total penduduk yang berkeja. Pada sektor perdagangan sebesar 

19.23%, sektor industri dan kontruksi sebesar 13.61% selanjutnya sektor gas dan 

listrik sebesar 0.24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 

salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber 

pencaharian mayoritas penduduknya. Keberadaan sektor pertanian telah terbukti 

mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan, meskipun hal ini belum 

merata menyentuh pedesaan secara keseluruhan (BPS RI, 2020). 

Petani merupakan bagian dari pekerja sektor informal, baik mempunyai 

maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya yang 

melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau 

peternakan (UU RI No.12, 1992). Pendapatan petani merupakan ukuran 

penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha taninya. Pendapatan petani 

digunakan sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama dalam 

mencukupi kebutuhan sehari - hari. Menurut Soeharjo & Patong (2011), 

pendapatan yang diterima petani dari usaha taninya dalam satu tahun berbeda 

dengan pendapatan yang diterima oleh petani lain, bahkan seorang petani yang 

mengusahakan luas tanah yang sama menerima pendapatan yang berbeda - beda 

juga dari tahun ke tahun. Perbedaan ini disebabkan adanya berbagai faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan usaha tani seperti: kepemilikan 

tanah, luas usaha tani, efisiensi kerja, efisiensi produksi, iklim dan jenis tanah. 

Tingkat kesejahteraan keluarga pun terlihat dari seberapa besar pendapatan dan 

pengeluaran yang didapat serta dikelola agar dapat terjamin kesejahteraan 

keluarganya (Mawardati, 2014). Pola pendapatan dan pengeluaran juga 

merupakan ciri khas kehidupan petani, dimana pendapatan hanya diterima pada 

setiap musim panen sedangkan pengeluaran terjadi disetiap hari, setiap minggu 

atau terkadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba. Kondisi 

ini yang membuat petani sangat berkepentingan untuk meningkatkan pertaniannya 

dan penghasilan keluarganya (farm income). Selain itu pertanian bagi petani kecil 

juga merupakan suatu cara hidup (way of life) sehingga tidak hanya aspek 
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ekonomi tetapi aspek sosial dan budaya, kesehatan, keagamaan dan tradisi semua 

memegang peranan penting dalam kehidupan petani (Mawardati, 2014).  

Hingga 1 Oktober 2020 jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 

di Indonesia mencapai 223.05 juta jiwa dari total jumlah penduduk di Indonesia 

sebanyak 268.58 juta jiwa atau sekitar 83% sudah terjamin sedangkan 17% yang 

belum terjamin oleh BPJS Kesehatan. Jika dirinci menurut kepesertaannya jumlah 

peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri di 

Indonesia sampai dengan 1 Oktober 2020 sebanyak 30.248.656 jiwa atau 

sebanyak 11,46%, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni 

135.359.342 jiwa atau sebanyak 51,28%, kemudian peserta Pekerja Penerima 

Upah (PPU) sebanyak 53.529.136 jiwa atau sebanyak 20,28%. Peserta mandiri 

juga mencakup bukan pekerja yakni sebesar 5.012.085 atau sebanyak 1.89%. 

Program JKN sudah berjalan dan diterapkan terhitung mulai 1 Januari 

2014 hingga 1 Desember 2019 jumlah peserta JKN yang ada di provinsi Sumatera 

Selatan tercatat mencapai 6.691.315 jiwa atau sekitar 78.99% dari jumlah 

penduduk Sumatera Selatan yakni sebesar 20.470.684 jiwa artinya masih sekitar 

21.01% penduduk Sumatera Selatan yang belum terjamin oleh JKN. Sedangkan 

jumlah penduduk di Kabupaten Banyuasin tahun 2019 mencapai 854.628 dan 

tahun 2020 sebesar 864.510 jiwa (BPS Kabupaten Banyuasin, 2020), jumlah 

penduduk Kabupaten Banyuasin merupakan jumlah penduduk terbanyak kedua di 

Sumatera Selatan setelah kota Palembang (BPS Sumsel, 2020). 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyuasin tahun 2020 tentang mata 

pencaharian penduduk menurut lapangan usaha pekerjaan Kabupaten Banyuasin 

menunjukkan bahwa persentase pekerjaan terbanyak adalah sebagai petani 

mencapai 5.568.725 orang atau 54.74%, kemudian diikuti listrik, gas dan air 6.595 

orang atau 24.06%, pedagang dan transportasi sebesar 99.085 orang atau 

11.14%% serta sektor perdagangan, hotel, dan lestoran hanya 89.604 orang atau 

10.06%. Sedangkan keluarga yang bekerja sebagai petani di Kabupaten Banyuasin 

mencapai 5.568.725 orang atau 54.74%. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai 

petani cukup besar merupakan potensi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 

dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Bedasarkan data 

tersebut lebih dari setengah penduduk Kabupaten Banyuasin bermata pencaharian 
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sebagai petani. Permasalahan yang dihadapi salah satu jenis petani di Kabupaten 

Banyuasin saat ini yaitu pada petani karet. Permasalahan pada petani karet adalah 

pada produktivitas yang rendah dan petani juga dihadapkan pada harga jual karet 

yang juga naik turun sehingga berakibat kepada pendapatan petani yang tidak 

menentu atau tidak selalu tetap (Givari Zakawali, 2016). 

Menurut BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Palembang, 

hingga 1 Desember 2019 jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di 

Kabupaten Banyuasin sebanyak  jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten 

Banyuasin sebanyak 854.628 jiwa atau hanya sekitar 64.90% yang terdaftar 

sebagai peserta JKN sedangkan sebanyak 270.895 jiwa atau sekitar 35.1% belum 

terjamin oleh BPJS Kesehatan. Jumlah ini merupakan jumlah kepesertaan 

terendah kedua setelah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bedasarkan data BPJS 

Kesehatan KCU Palembang, Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang 

memiliki peserta JKN mandiri terendah kedua dibandingkan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Sedangkan Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin telah 

mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019. Jika dirinci menurut 

kepesertaannya jumlah peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau 

peserta mandiri di Kabupaten Banyuasin sampai dengan 1 Desember 2019 

sebanyak 51.471 jiwa atau hanya 8.81%, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) APBN yakni 216.471 jiwa atau sebanyak 37.08%, jumlah peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) APBD yakni 30.930 jiwa kemudian peserta Pekerja 

Penerima Upah (PPU) sebanyak 76.303 jiwa atau sebanyak 13.07%. Peserta 

mandiri juga mencakup kategori bukan pekerja yakni sebesar 4.419 jiwa atau 

sebanyak 0,75%. Jika dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak 

pekerja informal di Kabupaten Banyuasin yang belum tercover dalam JKN. 

Pada tanggal 1 Juli 2020 BPJS Kesehatan menaikkan iuran yang harus 

dibayarkan oleh peserta JKN pada peserta mandiri atau peserta Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja, untuk pelayanan rawat inap kelas I 

besar iuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar Rp 80.000 menjadi 

Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), rawat inap kelas II adalah Rp 51.000 

menjadi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rawat inap kelas III sebesar Rp 

25.500 menjadi Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) (Perpres No. 64, 2020). 
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Kenaikan iuran JKN kelas I sebesar 87.5%, kelas II mencapai 96.07% sedangkan 

pada kelas III kenaikan sebesar 37.25% (Pepres No. 64, 2020). 

Out of Pocket (OOP) adalah Pengeluaran langsung oleh Rumah Tangga  

untuk pelayanan kesehatan, termasuk biaya konsultasi dokter, pembelian obat,     

retribusi pelayanan kesehatan ataupun pengobatan alternatif atau tradisional, uang  

gratifikasi atau pembayaran dalam bentuk barang kepada praktisi kesehatan atau 

fasilitas kesehatan (Igan Tarigan, 2017). Pengeluaran out of poket oleh rumah 

tangga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang signifikan dapat 

menyebabkan rumah tangga mengalami malapetaka keuangan karena besarnya 

biaya yang  ditanggung oleh rumah  tangga  tersebut  yang mengganggu keuangan 

rumah tangga sehingga dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan (Igan Tarigan, 

2017). Penelitian yang dilakukan di 11 negara Asia termasuk Bangladesh, para 

peneliti melaporkan bahwa pembayaran berasal dari rumah tangga menanggung 

biaya kesehatan dari kantong mereka sendiri (Out Of Pocket / OOP) untuk 

perawatan kesehatan memiskinkan 5 juta orang setiap tahun di Bangladesh. Studi 

lain menemukan orang - orang Bangladesh menunjukkan insiden pengeluaran 

kesehatan katastropik tertinggi (15.57%) di antara 14 negara Asia. Penelitian yang 

dilakukan di Nigeria out of pocket menyumbang hingga 70% dari total 

pengeluaran kesehatan sedangkan di Bangladesh, pembayaran out of pocket 

mencapai 63.3% dari total pengeluaran perawatan kesehatan. Hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 yang dilakukan Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia menyebutkan sekitar 62.67% dari total biaya kesehatan masih 

berasal dari biaya sendiri masyarakat (out of pocket) di luar program Jaminan 

Kesehatan Nasional (BPS RI, 2019). 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan Hasbullah Thabrany (2012) 

diperoleh hasil studi memperlihatkan kondisi yang sama, yakni lebih dari 70% 

pendanaan kesehatan berasal dari rumah tangga menanggung biaya kesehatan dari 

kantong mereka sendiri (out of pocket). Hal ini menunjukkan, masih banyak 

masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan harus membayar secara 

langsung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Handayani., et al (2013) 

dalam penelitiannya bahwa kemauan seseorang untuk membayar iuran Jaminan 

Kesehatan hanya sebesar 76.8%. Nilai  kemampuan membayar atau Ability to Pay 
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(ATP) yang lebih besar diatas rata - rata akan berpengaruh terhadap tingginya 

tingkat kemauan membayar atau Willingness to Pay (WTP) dalam membayar 

iuran Jaminan Kesehatan (Handayani et al., 2013). Ketergantungan pada 

pembayaran menanggung biaya kesehatan dari kantong mereka sendiri (out of 

pocket) untuk perawatan kesehatan meningkatkan beban keuangan rumah tangga 

dan dapat menyebabkan kemiskinan (Ahmed et al., 2016). Out of pocket adalah 

strategi pembayaran utama untuk perawatan kesehatan di sebagian besar negara 

berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia (Kofoworola et al., 

2019). Hal ini menunjukkan bahwa biaya layanan kesehatan merupakan kendala 

utama dalam cakupan dan pemanfaatan layanan dan satu - satunya cara untuk 

mengurangi ketergantungan pada pembayaran out of poket yaitu dengan ikut serta 

dalam program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dapat mengurangi risiko 

masyarakat menanggung biaya kesehatan yang dikeluarkan dari kantong sendiri 

(out of poket), dimana biaya yang harus dikeluarkan sulit untuk di prediksi dan 

seringkali memerlukan biaya yang cukup besar. Peserta jaminan kesehatan 

membayar premi dengan besaran yang sudah ditetapkan, sehingga pembiayaan 

kesehatan dapat ditanggung secara gotong royong oleh semua peserta untuk 

mencapai Universal Health Coverage (UHC) (Ahmed et al., 2016). 

 Thabrany (2005), mengemukakan bahwa pendanaan kesehatan yang adil 

dan merata adalah pendanaan dimana seseorang mampu mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan kesehatan 

tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya. Meskipun sudah diperkenalkan 

tarif yang dihitung atas dasar Ability to Pay dan Willingness to Pay, permasalahan 

tarif yang terjangkau masih belum selesai karena sifat kebutuhan yang tidak pasti. 

Pengukuran tentang tingkat Ability to Pay dan Willingness to Pay penting 

dilakukan karena Ability to pay dan willingness to pay merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi seseorang mengikuti jaminan kesehatan.  

Peran serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan sangat 

bergantung dengan kemampuan dan kemauan membayar. Kemampuan membayar 

adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya 

berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal (Noormalasari & Sandra, 2015). 

Sedangkan kemauan membayar adalah kesediaan individu untuk membayar 
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sejumlah uang sebagai premi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan, 

program Jaminan Kesehatan Nasional dapat menjadi jaminan kesehatan yang 

tepat bagi pekerja yang berpenghasilan tidak tetap agar dapat merasakan 

pelayanan kesehatan yang cukup memadai dan dapat mengurangi risiko 

masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong mereka sendiri dalam 

jumlah yang sangat besar dan sulit diprediksi (Hardy & Yudha, 2018). 

Penelitian kemauan membayar (WTP) pernah dilakukan di Nigeria yang 

menggunakan sistem asuransi kesehatan berbasis komunitas (CBHI), hasilnya 

faktor yang mempengaruhi WTP adalah pendidikan, status ekonomi sosial, tempat 

tinggal, serta jenis kelamin. Masyarakat Nigeria yang bertempat tinggal di daerah 

perkotaan memiliki WTP lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. 

Sementara semakin tinggi status sosial ekonominya maka WTP masyarakat 

Nigeria semakin tinggi. Pria dan berpendidikan tinggi juga memiliki WTP yang 

tinggi dibandingkan wanita dan berpendidikan rendah (Kofoworola et al., 2019). 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada sopir angkot yang aktif beroperasi 

ada 744 orang dimana hanya 164 orang (22%) yang ikut serta dalam BPJS 

Kesehatan Mandiri. Sedangkan 78% dari sopir angkot termasuk dalam beberapa 

asuransi kesehatan lain seperti BPJS Kesehatan PBI dan asuransi pihak ketiga. 

Jumlah yang sedemikian rupa tersebut (78%) tidak sebanding dengan Ability to 

Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) yang dimiliki. Ada beberapa alasan 

tertentu dimana 78% sopir angkot tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS 

Kesehatan Mandiri padahal tingkat kemampuannya tinggi. Diantaranya adalah 

ketidak tahuan tentang BPJS Kesehatan, sulitnya menyisihkan uang untuk 

pembayaran tiap bulannya, proses pembayaran yang rumit, serta adanya anggapan 

bahwa BPJS Kesehatan hanya diperlukan saat sakit saja sedangkan kemungkinan 

untuk sakit sangatlah kecil (Ismah Fauziyyah, 2016).   

Besar dan kecilnya ATP dan WTP seseorang atau masyarakat dalam 

pembayaran iuran tentunya tidak terlepas dari faktor - faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, 

pengeluaran, motivasi, informasi tentang JKN, harga atau iuran, ketersedian 

tempat pembayaran iuran, jarak ke tempat pembayaran iuran, waktu tempuh ke 

tempat pembayaran iuran, jumlah anggota keluarga, persepsi mutu pelayanan 
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kesehatan, dan riwayat katastropik. Kemauan membayar (WTP) dapat dilihat dari 

karakteristik responden seperti umur, jumlah anggota keluarga, pendidikan dan 

lain - lain. Selanjutnya kemauan membayar (WTP) dipengaruhi oleh kemampuan 

membayar (ATP) iuran jaminan kesehatan, kasus katastropik, pengalaman dan 

tabungan untuk biaya kesehatan dilakukan (Handayani & Gondodiputro, 2013). 

Penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan pendapatan yang lebih 

besar dan adanya tabungan untuk biaya pelayanan kesehatan merupakan faktor 

yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan (Handayani et al., 2008). Penelitian yang dilakukan di 

Kabupaten Jember tahun 2014 diketahui bahwa sebagian besar responden (54.5%) 

mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Tiga puluh tiga dari 

responden memiliki kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional 

untuk kelas rawat 3 dengan nominal Rp 25.500 per bulan (Dwi Noerjoedianto et 

al., 2015). Faktor lainnya yang mempengaruhi WTP dalam membayar iuran 

jaminan kesehatan adalah pekerjaan, pendidikan, keikutsertaan asuransi dan 

jumlah anggota keluarga (Noormalasari & Sandra, 2015).  

Dengan jumlah kepesertaan mandiri yang masih tergolong rendah hanya 

51.471 jiwa atau 8.81% dan dengan adanya kenaikan iuran JKN pada peserta 

mandiri atau peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta masih tigginya  

pendanaan kesehatan berasal dari rumah tangga menanggung biaya kesehatan dari 

kantong mereka sendiri (out of pocket) (70%). Hal ini menunjukkan masih banyak 

masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan harus membayar secara 

langsung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Hasbullah Thabrany, 2012). 

Ketergantungan pada out of pocket untuk perawatan kesehatan meningkatkan 

beban keuangan rumah tangga dan dapat menyebabkan kemiskinan (Kofoworola 

et al., 2019). Biaya layanan kesehatan merupakan kendala utama dalam cakupan 

dan pemanfaatan layanan dan satu - satunya cara untuk mengurangi 

ketergantungan pada pembayaran out of poket yaitu dengan ikut serta dalam 

program jaminan kesehatan (Ahmed et al., 2016). Dengan demikian penting 

dilakukan kajian tentang tingkat kemauan membayar iuran JKN bagi calon peserta 

JKN yang belum mendaftar JKN di Kabupaten Banyuasin, karena Ability to Pay 

dan willingness to pay merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja 
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sektor informal khususnya pada petani untuk mengikuti program Jaminan 

Kesehatan Nasional. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menetapkan besarnya 

iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan untuk perencanaan subsidi Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah khususnya di Kabupaten Banyuasin, serta 

yang terpenting adalah teridentifikasinya kelompok masyarakat yang memerlukan 

subsidi tersebut, sehingga asas keadilan dan manfaat akan lebih besar guna 

mencapai Universal Health Coverage (UHC).  

Berdasarkan penjelasan diatas serta didukung oleh data yang tersedia, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis kemauan 

membayar iuran dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Petani di 

Kabupaten Banyuasin. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan belum tercakupnya seluruh penduduk Indonesia khususnya 

di Kabupaten Banyuasin dalam program JKN perlu mendapat perhatian serius 

pemerintah dalam pencapaian cakupan semesta atau Universal Health Coverage 

(UHC). JKN menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta paling 

lambat pada 1 Januari  2019, namun hingga awal 2021 seluruh penduduk masih 

ada yang belum tercover oleh JKN. 

Bedasarkan data jumlah kepesertaan di Kabupaten Banyuasin yang masih 

tergolong rendah yakni hanya 583.733 jiwa atau 64.90% yang terdaftar sebagai 

peserta JKN sedangkan sebanyak 270.895 jiwa atau sekitar 35.1% belum tercover 

JKN. Pada peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) hanya 

51.471 jiwa atau 8.81% dan dengan adanya kenaikan iuran JKN pada peserta 

mandiri atau peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta masih tigginya  

pendanaan kesehatan berasal dari rumah tangga menanggung biaya kesehatan dari 

kantong mereka sendiri (out of pocket) (62.67%). Hal tersebut menunjukkan 

masih banyak masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan harus 

membayar secara langsung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Ketergantungan pada out of pocket untuk perawatan kesehatan meningkatkan 

beban keuangan rumah tangga dan dapat menyebabkan kemiskinan.  
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Bedasarkan persentase mata pencarian penduduk  kabupaten Banyuasin 

menunjukan bahwa penduduk terbanyak bekerja sebagai petani hingga mencapai 

5.568.725 orang atau 54.74%. Permasalahan yang dihadapi salah satu jenis petani 

di Kabupaten Banyuasin saat ini yaitu pada petani karet. Permasalahan pada 

petani karet adalah pada produktivitas yang rendah dan petani juga dihadapkan 

pada harga jual karet yang juga naik turun sehingga berakibat kepada pendapatan 

petani yang tidak menentu atau tidak selalu tetap. Jumlah penduduk yang bekerja 

sebagai petani cukup besar merupakan potensi kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dan dengan adanya kenaikan iuran JKN pada peserta mandiri atau 

peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta masih tingginya rumah 

tangga menanggung biaya kesehatan dari kantong mereka sendiri (out of pocket). 

Berdasarkan kondisi tersebut penting dilakukan kajian tentang kemauan 

bagi calon peserta JKN yang belum mendaftar JKN, karena willingness to pay 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja sektor informal 

khususnya pada petani untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menetapkan besarnya iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional, dan untuk perencanaan subsidi Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) dari pemerintah khususnya di Kabupaten Banyuasin, serta yang 

terpenting adalah teridentifikasinya kelompok masyarakat yang memerlukan 

subsidi tersebut, sehingga asas keadilan dan manfaat akan lebih besar guna 

mencapai Universal Health Coverage (UHC).  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Menganalisis kemauan membayar (Wilingness to Pay) iuran dalam 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada petani di Kabupaten Banyuasin. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis kemauan membayar (Wilingness to Pay) iuran dalam kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional pada petani di Kabupaten Banyuasin. 
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2. Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi kemauan membayar 

(Wilingness to Pay) iuran (pendapatan, pengeluaran pangan, pengeluaran 

pangan non esensial, pengeluaran non pangan, jumlah keluarga, riwayat 

penyakit katastropik, dan pengetahuan mengenai iuran) dalam kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional pada petani di Kabupaten Banyuasin. 

3. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh (dominan) terhadap kemauan 

membayar (Wilingness to Pay) iuran dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional pada petani di Kabupaten Banyuasin. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan kajian dan 

pengembangan ilmu pada umumnya dan bagian peminatan Administrasi dan 

Kebijakan Kesehatan pada khususnya terkait kemauan membayar (Wilingness to 

Pay) iuran dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah dan 

meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman bagi peneliti dan 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh pada masa perkuliahan khususnya 

mengenai hal - hal yang berhubungan dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 

1.4.3. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi 

mengenai kemauan membayar iuran pada sektor informal khusunya pada petani, 

sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya 

iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta untuk perencanaan subsidi dari 

pemerintah. Manfaat lainnya adalah teridentifikasinya kelompok masyarakat yang 

memerlukan subsidi tersebut, sehingga asas keadilan dan manfaat akan lebih 

besar. 
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1.4.4. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, dijadikan sebagai literatur mengenai kemauan membayar 

(Wilingness to Pay) iuran dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada 

pekerja sektor informal khususnya petani serta dapat dijadikan sebagai referensi 

dan kerangka berpikir bagi penelitian selanjutnya. 

1.5. Hipotesis Penelitian  

  Menurut Sugiyono (2016) hipotesis dalam penelitian ialah jawaban yang 

sifatnya hanya sementara dari rumusan masalah penelitian. Ada dua macam jenis 

hipotesis penelitian yakni hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja 

merupakan hipotesis dalam bentuk kalimat positif sedangkan hipotesis nol 

dinyatakan merupakan hipotesis dalam bentuk kalimat negatif. Hipotesis dalam 

penelitian ini yakni: 

a. Ho : Tidak terdapat hubungan antara faktor pendapatan, pengeluaran pangan, 

pengeluaran pangan non esensial, pengeluaran non pangan, jumlah anggota 

keluarga, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan mengenai iuran, dan 

kemampuan membayar dengan kemauan membayar dalam kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional pada petani di Kabupaten Banyuasin 

b. Ha : Terdapat hubungan antara faktor pendapatan, pengeluaran pangan, 

pengeluaran pangan non esensial, pengeluaran non pangan, jumlah anggota 

keluarga, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan mengenai iuran, dan 

kemampuan membayar dengan kemauan membayar dalam kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional pada petani di Kabupaten Banyuasin.  
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